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BAB 1

FENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ferkembangan masyarakat yang semakin maiu seiring
dengan kemajuan 1lmu pengetahuan dan tekhnologi yang
semakin pesat dewasa 1ini, membawa pengaruah dalam
kehidupan, bukan saja dalam bidang ekonomi, sosial  dan
budaya, tetapi juga dalam bidang hukum. Segala peraturan
dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaka sedapat
mungkin mampu menghadapi tantangan dan  problema  vang
dihadapi masyarakat, sehingga dengan adanya serangbaian
tata tertib masyarakat dapatlah tercapai tujuan itu
sendiri yakni terciptanya ketentraman dan kedamaian dalam
kehidupan manusia.

Dengan demikian jika orang membicarakan hukum,
lebih-lebih diinginkan hasil yang memuaskan, sudah tentu
harus menyiapkan diri untuk berhadapan dengan masalah
vyang bentuk dan sifatnya kompleks. Kompleksnya masalah
hukum antara lain disebabkan oleh fungsinya vang s=selalu
bersentuhan dengan masyarakat. Tujuan hukum adalah untuk
menjamin ketertiban dan keamanan dalam pergaulan sesama
anggota masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Van
Apeldoron (1981 : 22) bahwa hukum itu adalah untuk

mengatur pergaulan hidup secara damai.



Dalam masyarakat masih seraing dijumpal berbaga)
masalah yang timbul) dan mengganggu ketertaiban, keamanan
dan ketenteraman dalam pergauvlan sehari-hari, seperia
kejahatan dan pelanggaran dalam berbagal bentuk dan
jenisnya.

Kejahatan merupakan masalah sosial yang sulit  untuk
ditiadakan selama manusia 1tu ada, sabagaimana Y AN
dikemukakan oleh Soerjono Scoekanto (1982 @ 2 ) bahwa
kejahatan itu merupakan gejala sosial yang senantiasa
dihadapi oleh setiap masyarakat dunia.

Untuk menanggul angl  berbagal  bentuk dan JEenis
pelanggaran vyang terjadil, salan zatu sarana yanyg dapat
dipergunakan adalah peraturan houkum antara lain perundang-—
undangan yang berlaku. Kesadaran anggota masyarakat untuk
mentaati bhukum yang berlaku adalah Conditio Sine qua non.,
oleh karena tanpa kesadaran masyarakat maka mustaibil hukum
dan undang-undang dapat ditegakkan demy tercapainya hukum
1tu sendiri.

Berbagal bentuk dan jenis kejahatan dan pelanggaran
yang dimaksud meliputi kejahatan harta benda, kej)ahatan
terhadap Jiwa seseorang, kejahatan ierhadap bemerdelaan
seseorang, kejahatan pemalsuan dan  kejanatan  ternadap
kepentingan hukum nepara. Begitu juaa  pelangoaran vang

meliputi Buku TII11  ¥UHFP dan pelangagaran-pelanqgaaran

lainnya.



Diantara perbuatan vang dilarang dan diancam pidana
dalam KUHF adalah pencurian. Delik pencurian yang diatur

dalam Bab XXII pasal 3462 sampai 3467 KUHP merupakan suatu

perbuatan y ang akibatnya sangat meresahkan warga
masyarakat.

Keresahan-keresahan yang timbul sebagai akibat
terjadinya pencurian disebabkan, delik pencurian

merugikan dari segi ekonomi. Selain kerugian ekonomi yang
timbul dengan seringnya terjadi pencurian dapat
menimbulkan kerawanan—kerawanan sosial. Kalau hal 1ini
tidak dapat dicegah dan diberantas, maka pada akhirnya
akan berdampak negatif terhadap pembangunan daerah, dan
mengganggu stabilitas keamanan masyarakat.

Terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban
masyarakat secara terus menerus, akhirnya berdampak pula
pada pembangunan nasional umumnya dan pembangunan daerah
khususnya. Untuk itu dalam Tap MFR No. II/MPR/1998

tentang Garis—garis BEesar Haluan Negara ditegaskan bahwa:

a). Fembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan
keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara
hukum Indonesia yang berdasarkan pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945, diarahkan untuk
meningkatkan kesadaran hukum serta mewujudkan
tata hukum nasional yang mengabdi pada

kepentingan nasional.

b). Fembangunan hukum ditujukan untuk memantapkan
dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan
hasil-hasilnya, menciptakan kondisi yang lebih
mantap sehingga setiap anggota masyarakat dapat



menikmati i1klim kepastian dan ketertiban  hukuam,
lebih memberi dukungan dan pengarahan  kepada
upaya pembangunan untuk mencapal kemakmuran yang
adil dan merata.

c). Dalam rangka pembangunan  hukum  perlu lagi
ditingkatkan upaya pembaharuan hukum saerta
terarah dan terpadu antara lain kodifikasi dan
unifikasi bidang-bidang hukum tertentu =serta
penyusunan perundang-undangan baru yang sangat
dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan,
serta tingkat kesadaran hukum dimana dinamika
vang berkembang dalam masyarakat.

Delik pencurian tersebut jika dikaitkan dengan
pencurian terhadap kayu cendana sebagai salah satu aset
yang potensial di dasrah TK. I Nusa Tenggara Timur selain
berdampalk pada keresahan warga masyarakat juga bordampatk
pada perekonomian daerah, karena lkayu cendanas adalah

salah satu aset primadona daerah NTT.

Dari berbagail  jenis dan  bontoal bejabiai an AL
terungkap dari latar belakang permasalahan terscobob el a
penulis  mengangkat dan membahasnya dalam sebuah skrip=i

berjudul : DELIK PENCURIAN KAYU CENDANA DI DAERAH TK. II

KUPANG PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

1.2 Rumusan Masalah

Eerdasarkan latar belakang masalah yvang dikemthalban
diatas dan untuk menghindari penulisan  yang 1 fatnya
terlalu meluas sehingga dapat menimbullan perseps:  vang
berbeda-beda dikalangan pembaca maba penuli= mecbabacs
pembahasan pada hal-hal yang tercantum dalam runusan

masalah dibawah 1n1



1). Bagaimana perkembangan delik pencurian kayu
cendana di daerah Tk. II Kupang Fropinsi HNusa
Tenggara Timur ?

2). Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya delik
pencurian kayu cendana 7

Z). Bagaimanakah cara menanggulangi delik pencurian
kayu cendana 7

4). Sejauhmanakah dampak pencurian kayuo cendana

terhadap roda perekonomian daerah 7

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuwan penulisan skripsi 1ni adalah sebagail beraluat:

1. Untuk mengetahuil perkembangan delilk pencurian
kayu cendana.

2. Untuk mengetahui cara mernangogul ang derlak
pencurian kayu cendana.

Z. Untuk mengetahuli cara menanggul anga delik
pencurian kayu cendana.

4. Untuk mengetahul dampak pencurian  bkayu  cendana
terhadap roda perekonomian daerah.

Kegunaan penulisan adalah :

1. Diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat,
bang=a dan negara.

2. Dapat dijadikan masukan bagi mereka yang 1ngin
memperdal am pengetahuannya tentang cdel ik

pencurian kayu cendana.




3. Sebagai masukan hagi penagak hukum dalam
penanggulangan delik pencurian kayu cendana i)

daerah TK. 11 Kupang Fropinsil MNusa Tenggara Timur.
1.4 Metode Penelitian

1.3.1. Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasy penalitian dalam masalan  ini
adalah di Kupang Ibu Kota Fropinsy Daerah Tk. 1 Husa
Tenggara Timur, karena Kayu Cendana sebagiannya berada  da
daerah Kupang Nusa Tengoara Timur.,

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk memecahkan permasalanan dalam penulisan ina,
perlu disusun cara kerja penelitian dalam rangka usaha
mengumpul kan daia/fakta dara berbagar masalah beradasarkan
1lmu pengetahusn.

Adapun metode pengumpulan  data  yang penulis qunakan
adalah:

1. Fenelitian Kepustakaan (Library Research).
Fenelitian ini dilakukan dengan mempelajari
publikasi lainnya yang relevan dengan masalah
yang dibahas. penelitian kepustakaan ini
dimaksudkan untuk memperoleh data yang sifatnya
sekunder.

2. Penelirtian Lapangan (Field Research)

Fenelitian ini dilakukan dengan jalan turun



- Wawancara. dilakukan terhadap pihak vana
dianggap dapat memberikan masukan relevan
dengan masalah tersebut, antara lain ; Fetani
Kayu Cendana, Polres Kupang. Kejaksaan Negera
Kupang, dan Fengadilan Negeri kKupang.

- Angket/Quisioner, dibagikan kepada 50 responden

vang dipilih.

1.4.3. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, data tersebut
digeneralisasikan kemudian diolah dalam bentuk tabel
frekwensi .(F) dan persentase (4), kemudian dianalisis

secara kualitatif dengan menggunakan tabulasi.



BAB 2

TINJAUAN FPUSTAKA

2.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Delik Pencurian

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut tentang
delik pencurian, terlebih dabulu penuiis menguraiban
pengertian  hubum pidana positif. Hubum pidana positaf
dalam arti yang umum adalah hukum pidana yang berlaku
disuatu wilayah tertentu yvang didalamnya memuat  aturan-
aturan yang mengandung larangan dan diancam =anks: pidana
bagi yang melanggarnya. Moeljatno, secrang sarjana  hukum
pidana Indonesia yang terkemuka, merumeskan hubum padana
vang meliputy dubum  pidans matera]l dan buoluam pidana
formil  seperti  yang dimaksud oleh Enschode: Hoa g joier
dengan hukum pidana sistematik (Andi Hamzah 1991 :  4)
sebagal berilut :

1. Menentukan perbuatan—perbuatan mana yang tidak
boleh dilakukan, yang dilarang, dengan dizertai
ancaman atau sangsi yang berupa pidana tertentu
bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada
mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu
dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana
vang diancam.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana
itu dapat dilaksanakan apabila ada orang vyang
disangka telah melanggar larangan tersebut,.

Berkaitan dengan pengertian hukum pidana positif,

perlu pula diuraikan pengertian delik, yvang oleh  banval

pakar hukum piana diistilahkan dengan perbuatan pidana,

perbuatan melanggar hukum dan tindak pidana.



Perkataan delik berasal dari bahasa latin delika
atau deliktum (Andi Zainal Abidin Farid, 1986 : 246},
yang dalam bahasa Eelanda dikenal dengan istilah
strafbaar feit. Belum adanya terjemahan resmi kWetboek wvan
Strafrecht, para pakar hukum Indonesia menariemankan

Starfbbaar feit tersebut dengan berbagai istilah yaitu

— ——a

Pelanggaran pidana, perbuatan pidana, peristiwa padana,
perbuatan yang dapat dihukum, delik dan tindakan pidana.
Menurut Andi Zaenal Abidin Faraid (1995 : 2371 bahwa:

istilah deliklah yang paling tepat digunalan karena :

a. bersifat universal dan dikenal dimana—-mana;

b. lebih singkat, efisien, dan netral 3

c. dapat mencakup delik-delik kbusus yang subyeknya
merupakan badan-badan hukum, orang matis

d. arang vanag memalal istilah Strafbaar Feit Earcdal
pidana dan perbuatan pidana Juga menggunal an
istilah delik.

Demikian pula pendapat Haziwenkel Suringa (Andi
Zainal Abidin Farid, 1986 : 257) yang menyatalkan bahwa
kata delik kurang dapat dibantah, Jjuga sudah wmenjadi
kebiasaan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
istilah delik dipergunakan. Pendapat Andi Zainal Abidin
Farid tersebut, menurut hemat penulis sangat tepat, sebah
kesimpangsiuran penqggunaan istilah dengan maksud  yang
sama dapat dihindari juga istilah delik sudalh ada dalam

perbendaharaan Bahasa Indonesia.



Sebagaimana diketahui bahwa dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Fidana tidak ditemukan definisa atau
pengertian delik, Jjadi rumusan dan pengertian vang
dikemukakan oleh para ahli hukum pidana Indonesia juga
berbeda yang tergantung sudut pandangannya.

Moeljatna vyang berpandangan dualistik (1982 : 54)

memakai istilah perbuatan pidana vang dirumuskan :

FPerbuatan pidana adalah perbuatan vyang dilarang
suatu aturan hukum, larangan mana disertal ancaman
{sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang
siapa melanggar larangan tersebut.

Demikian Jjuga Roeslan Saleh (1982 : 9) memakai
istilah perbuatan pidana dengan rumusan :

Ferbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan
dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum,
syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah
kenyataan bahwa aturan vyang melarang. Tresna (Rusli
Effendi, 1989 : 51) memberikan patokan :

Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau

rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan

undang-undang atau perundang-undangan lainnya
terhadap perbuatan mana diadakan tindakan

pemidanaan.

Rusli Effendi (Op.cit 52) menggunakan istilah

peristiwa pidanadengan rumus

Menurut hemat saya suatu peristiwa pidana adalah
peristiwa vang dapat dikenakan pidana oleh hukum
pidana, sebabnya saya memakai hukum pidana i1alah :
karena ada hukum pidana tertulis dan ada hukum
pidana tidak tertulis (hukum pidana adat).

10



Pendapat para pakar hukum pidana yang berbeda
tersebut pada dasarnya dilatarbelakangi oleh pandangan
monisme dan dualisme. Aliran monisme tentang delik
menyatakan unsur perbuatan pidana dengan
pertanggungjawaban pidana. Aliran ini berpendapat bahwa
jika ada delik disitu maka ada orang yang harus dipidana.
Jadi ini berarti bahwa semua unsur delik sama dengan
syarat—-syarat orang dijatuhi pidana.

Unsur—unsur delik menurut aliranmonisme :

a. Mencocoki rumusan delikb;

b. Ada sifat melawan bukum atau  tak ada dasar

pembenar 3

c. Ada kesalabhan yang terdiri dari dolus dan culpag

d. Ferbuatan dapat dipertanggungliawabkan dan tak ada

dasar pemaaf.

Dengan demikian kesimpulan pendapat aliran monisme
adalah bahwa apabila salah satu unsur delik tidak ada,
maka tidak ada orang yang dapat dipidana atau tidal delil
yvang terjadi. Lainnya halnya dengan pandangan-pandangan
dualisme yang mensistimatisasl syarat pemidanaan. Dengan
demikian menurut aliran dualisme tidak semua unsur
dimasukkan ke dalam perbuatan, tetapi dipisahkan menjadi
dua kelompok yakni Ekelompok perbuatan dan kelompok

pembuat atau pertanggung jawaban pembuat.
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Syarat-syarat pemidanaan yang termasuk kelompok
perbuatan yakni mencocoki rumusan delik, melawan hukum
(tidak ada dasar pembenar). Sedangkan unsur pembuat yakni
kesalahan (dolus atau culpa) dan kemampuan bertanggung
jawab adanya pemisahan kedua bagian tersebut tidak
prinsifil akan tetapi hanya bersifat teknis saja dan
hanya bertujuan untuk memudahkan hakim dalam menjatuhkan
putusan pidana.

Dengan adanya pemisahan itu Rusli Efendy (1989 : 53)
menyatakan :

Femisahan 1tu diadakan pada waktu menyelidikil ada
atau tidaknya peristiwa pidana. Untuk mensistimasir
tumpukan pidana yang ruwebt. Dan waktu hendak
menjatuhkan pidana, kedua segi tersebut sama
pentingnya dalam menjatuhkan pidana. Kedua syarat
ini merupakan syarat timbal balik. Denan demikian
aliran ini dapat juga disebut aliran monodualisme.

Kembali pokok pembahasan, pencuri berasal dari Fkata
curi yang mendapat awal pe dan akhiran an yang berarti
sembunyi-sembunyl atau tidak dengan diketabhuil arang lain
(WIS FPoerwadarminta 1976 : 217).

Andi Hamzah (1986 : 172) menerjemahkan isi pasal 362

KUHFidana :

Rarangsiapa mengambil barang sesuatu, yang
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
dengan maksud untuk memilikl secara melawan hukum,
diancam karena pencurian dengan pidana penjara

paling lama lima tahun atau denda pidana paling
banyak sembilan ratus rupiah.

12



Dari rumusan tersebut, maka ditarik unsur—unsur
pencurian sebanyak empat bagian, sebagian yang
dikemukakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1986 : 254) :

a. Perbuatan mengambil sebagai delik yang

sebenarnyas

b. FPengambilan itu harus menyangkut sesuatu barang;

c. Barang itu seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan

orang lain;

d. FPengambilan itu dilakukan dengan maksud ontul

memiliki barang dengan melawan hukum.

Berdasarkan rumusan tersebut, penulis berkesimpulan
bahwa delik pencurian adalah suatu perbuatan vang
dilakukan dengan sengaja dengan jalan mengambil barang
orang lain seluruhnya atau sebagian adalah Fepunvaan
orang lain dengan maksud hendak memilikinya dengan
melawan hukum. Untuk lebih jelasnya, penulis akan
menguraikan keempat unsur delik pencurian tersebut :
ad.1l Perbuatan mengambil.

H.A.K. Moch. Annwar (1984

17) mengartikan

perbuatan mengambil sebagai perbuatan yang mengakibathkan

barang dibawah kekuasaan yang melakukan ataun
mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknyva.

Sedang F.A.F. Lamintang (1981 : 79) menyatakan perbuatan

mengambil haruslah ditafsirkan sebagai "setiap perbuatan
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untuk membawa suatu berada dibawah kekuasaannya yang
nyata dan mutlak".

Juga R. Scesilo (1980 : 215) mengartikan kata
mengambil :

Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri
mengambil barang itu, barang tersebut belum ada

dalam kekuasaannya, apabila memiliki itu barangnya

sudah ada ditangannya, maka perbuatan itu bukan

pencurian tapi penggelapan (pasal I72 KUHFidanal.

Berdasarkan pengertian—-pengertian di atas, dapat
disimpulkan bahwa perbuatan mengambil terwujud apabila
barang vyang diambil itu telah berada dalam lingkungan
kekuasaan vyang mengambil, dan terlepas dari kekuasaan
pemilik barang itu. Cara mengambil pun  tidalk terbatac
dengan menggunakan tangan, akan tetapi mengambil dapat
dengan cara lain seperti mengait, dengan Ekaki, dengan
besi atau menyuruh binatang plaraan.
a.d.2 Yang diambil haruslah menyangkut suatu barang.

Fencurian tidak lepas dari harta orang, karena obyek
pencurian adalah harta benda, dalam hal ini barang yang
terwujud, perjalanan dengan perkembangan 1 1lmu dan
teknologi, maka bukan saja barang terwujud dapat dicuri
akan tetapi juga barang yang tidak berwujud, seperti
aliran listrik.

Ferubahan pendapat mengenai benda berwujud ini dapat

dilihat pada keputusan Hoge Read tanggal 25 Mei 1921 Andi
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Zainal Abidin Farid, 1986 : 151), tentang pencurian
aliran 1listrik di Negeri EBelanda. Adanya keputusan
tersebut, maka pengertian barang atau benda tidak hanya
terbatas pada berwujud akan tetapi Jjuga vyang tidak
berwujud, sebab jenis aliran listrik tidak dapat dilihat
dengan nyata, namun dapat diambil.

Menurut Gerson W.Bawengan (1983 : 147) bahwa yang
dimaksud dengan barang adalah tidak sekedar berupa benda
belaka, tetapi diperluas dengan termasuk hewan, tenaga
listrik ataupun gas. Lebih lanjut Cross and Jones

(Gerson, W. Baweang Ibid) menyatakan bahwa :

Yang dicuri 1tu mempunyai nilai dan meEmpunyai
kemungkinan untuk dicuri. Benda-benda yang tidak
bergerak <weperti rumah batu atau tanah, walaupun
memiliki nilai, namun sifat-sifat benda sebagai
rupa, sehingga tidak mempunyai Fkemungkinan untuk
dicuri.

R. Scesilo (1980 : 593) menyatakan bahwa :

Sesuatu  barang ialah segala sesuatu yang berwujud
termasuk  pula binatang (manusia taidak termasuk),
misalnya wuwang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam
pengertian barang masuk pula "Daya listrik dan gas",
meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan lewat
kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai
harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa
rambut helai wanita (untuk kenang-kenangan) tidak
dengan 1izin wanita tersebut, adalah pencurian,
meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.

S.R. Sianturi (1982 : 593) menvatakan bahwa :

Yang dimaksud dengan barang pada dasarnya adalah
setiap benda bergerak mempunyai nilai ekonomis.
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Fengertian ini, adalah wajar, karena jika tidak ada
nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa
seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil
sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa vyang akan
diambil itu tidak ada nilai ekonomisnya, untuk itu
dia diketahui bahwa tindakan itu melawan hukum.
Berdasarkan pengertian barang tersebut, hemat
penulis adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun
tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis berharga
bagi pemiliknya, dan walaupun tidak berharga bagyl vyang
mengambil dan mempunyail kemungkinan untuk dicuri.
a.d.Z Barang itu seluruhnya atau kepunyaan orang lain.

Unsur ketiga ialah barang itu seluruhnya dan atau
sebagaian kepunyaan orang lain, termasuk dalam hal ini
apabila sebagian diantaranya milik pelaku. Barang yang
tidak ada pemiliknya (res nillius) dan barang yvang sudah
dibuang pemiliknya (res delictae) tidak dapat menjadi
objek pencurian.

a.d.4 Fengambilan itu dengan maksud memilikinya dengan
melawan hukum.

Unsur yang keempat menekankan bahwa harus ada maksud
untuk memiliki barang orang lain yang diambilnya itu
dengan melawan hukum. Maksud untuk memiliki berarti
melakukan sesuatu perbuatan terhadap barang itu seolah-
olah miliknya.

Andi Zainal Abidin Faraid {catatan kuliah 1998)

menyatakan babhwa unsur memiliki diartikan sebagal sengaja
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tingkat pertama, sengaja sebagali niat, maksudnya orang
itu bertindak sebagai pemilik dari sesuatu barang dengan
cara tidak sah, sedangkan sebenarnya ia tidak mempunyail
hak sama sekali untuk berbuat demikian menurut undang-
undang.

Tidak dapat disebut delik pencurian bilamana barang
yvang diambil seseorang tidak ada pemiliknya. Tidak
termasuk pula bilamana atau telah dilepaskan kekuasaannya
atas barang tersebut. Namun apabila maksud mengambil
barang tersebut untuk menghancurkannya tidak termasuk,
akan termasuk delik menurut pasal 404 ayat 1 KUHF, atau
yang mengambil atau yang disuruh mengambil dalam keadaan

error _in_ facti (khilaf tentang keadaan barang) .

R. Soesilo (1980 : 216) menyatakan :

Orang "karena keliru" mengambil barang orang lain
itu  bukan pencurian. Seseorang menemui barang  atu
dijalan kemudian diambilnyva. Bila waktu mengambil
itu sudah ada maksud "untuk memiliki" barang 1tu

masuk dalam pencurian. Jika waktu mengambil 1t
pikiran terdakwa barang akan diserahkan pada polisa,

akan tetapi barang tersebut secara diram—diram
disimpan dirumahnya uvuntuk dimiliki (tidak diserahkan
kepada polisi), maka 1ia dikategorikan sebagai

penggelapan (pasal Z72 KUHF), karena waktu barang
itu sudah berada ditangannya.

FPerkataan melawan hukum oleh H.ALK Moch.Anwar
(1986 : 19) diartikan sebagai perbuatan vyang dimiliki
vang dikehendakl tanpa hak atau kekuasaan sendiri pelaku.
FPelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah

milik orang lain.
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Sedangkan pengertian melawan hukum oleh Mahkamah
Agung (H.R. tahun 1911) diartikan secara sempit yaitu
tanpa mempunyai hak sendiri (Andi Zainal Abidin Farid,
1986 : 274) sebagai pertentangan dengan kecermatan
terhadap pribadi orang lain atau barang yang seharusnya
diindahkan dalam pergaulan masyarakat.

Dengan demikian sifat melawan hukum merupakan unsur
mutlak perbuatan pidana atau delik, yang berarti tanpa
adanya sifat melawan hukum suatu perbuatan, maka tidak
terjadi suatu delik. Adakalanya suatu perbuatan telah
mencocoki rumusan delik atau sesuai dengan pasal undang-
undang pidana, akan tetapi pembuatanya sama sekali tidal
dapat dipidana yaitu adanya dasar pembenar atau dasar
pemaaf. Juga ada kalanya seseorang yang melakuban sesuatu
perbuatan vyang Jujur dan bersih, akan tetapi terjebak
pada perbuatan yang tercelah. Contoh klasik dalam
pelajaran ilmu hukum pidana yaitu seseorang yang hendak
mencuri sebuah kepada berpura-pura meminta tolong kepada
seseorang vyang tua, yang kelihatannya peramah dan suka
menolong. Akan tetapi baru beberapa langkah orang tua
tersebut menarik sepedah itu, keluarlah yang punya sepeda
dan orang tua tercsebut ti&ak dapat dipidana melakukan
delik pencurian karena ia melakukan perbuatan dengan
itikad baik tanpa mengetahul hal yang sebenarnva. Hal ini
sejalan dengan azas hukum, tidak pidana tanpa kesalahan

{geen straf zonder schuld).
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2.2 Jenis Pencurian

Kejahatan terhadap harta benda diatur dalam buku
kedua Kitab Undang-Undang Hukum FPidana. Khususnya delik
pencurian diatur dalam Bab XXII pasal 362 sampai dengan
pasal 347 EKitab Undang-Undang Hukum FPidana. Menyimak
bunyi pasal 362 sampali dengan pasal %&7  Kitab Undang-
undang Hukum Pidana, dapat disimpulkan bahwa ada lima
jenis pencurian :

1. Fencurian biasa;
2. FPencurian berat;

J. Fencurian ringan

4. Pencurian kekerasan, dan

5. Pencurian dalam kalangan keluarga.

Lebih jelasnya kelima jenis pencurian tersebut, akan
diuraikan sebagai berikut :
{1) Pencurian Eiasa

Fencurian biasa diatur dalam pasal Z462 KUHF, vang
merupakan dasar ancaman bagi pelaku pencurian dan  Juga
menjadi tolak ukur, apakah suatu pencurian termasuk dalam
pencurian biasa, berat dan ringan, dan yang penting
diperhatikan adalah perbuatan pembuat, memenuhi rumusan

pasal I462 KUHP :

Barangsiapa mengamba l barang sesuatu, yang
seluruhnya atau sebagian kepunyaan oarang lain,
dengan maksud untuk memiliki secara melawan hulbum,
diancam karena pencurian dengan pidana pen)ara

paling lama lima tahun atau denda pidana paling
banyak sembilan ratus rupiah.
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Memperhatikan rumusan pasal 262 KUHF tersebut, dapat
ditarik suatu rumusan untuk menentukan kategori pencurian
biasa sebagal berikut :

1. perbuatan mengambil;

2. yang diambil adalah suatu barang:

2. barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah

kepunyaan orang lain;

4. maksud hendak memiliki secara melawan hukum.

Suatu perbuatan dapat digolongkan atau
diklasifikasikan sebagal pencurian berat, apabila
pencurian tersebut selain memenuhl unsur-unsur pasal 362
KUHP  juga harus memenuhi unsur lain yang terdapat dalam
pasal T43 KUHP.

Fasal T&T KUHF diterjemahkan oleh  Anda Ham:ah
(op el ™17 3)0 5
(1) Diancam dengan pidana penjara paling  lama  fuguh

tahun :
1. Fencurian Lternakg

2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan,

banjir, gempa bumi atau gempa laut, qunung
meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan

karena api, huru-hara pemberontakan atau bahaya

peErang.
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JF. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau
pekarangan tertutup vyang ada dirumahnya, vang
dilakukan oleh orang vang ada disitu tidak
diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:

4. Pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih
dengan bersekutu.

5. Pencurian yang untuk masuk kedalam tempat
melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang
yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong
atau dengan memakai anak kunci palsu, pemerintah
palsu pemakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian dirumuskan dalam angka ketiga itu
disertai dengan salah satu keadaan tersebut dalam
angka 4 dan S dihukum dengan penjara selama-lamanya
sembilan tahun.

Menyimak rumusan pasal tersebut, maka dapat ditarat
unsur kelima Jenis delik pencurian :

1. Semua unsur pencurian yang terdapat dalam pasal 262

kitab Undang-Undang Hukum Fidana.

2. Unsur-unsur lain seperti :

a. barang vang dicuri adalah ternak;:
b. dilakukan pada waktu kejadian malapetaka seperti :

gempa bumi, kebakaran, banjir, gunung meletus, dan

lain-lain;
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jadi sudah tentu tidak bisa lagi menjaga barang-
barangnya dan orang yang perbuatanny pencuriannya
dalam keadaan demikian sangat rendah moral
kepribadiannya dan tidak herprikemanusiaan. Antara
kejadian malapetaka dan waktu terjadinya perbuatan
pencurian harus ada hubungan yang s=sangat erat dan
mempengaruhi secara langsung orang yang mempunyai
barang, misalnya terjadi tamah longsor di Eupang NTT
kemudian dii Atambua ada orang yang melakukan
pencurian pada waktu bersamaan tidak termasuk, sebab
jarak antara Kabupaten Atambua dengan Kupang sangat
jauh dan tidak langsung mempengaruhli orang vang
kehilangan barangnya di Kupang.

c. Fencurian yang dilakukan pada malam hari dalam rumah
atau ﬁekarangan vang tertutup vang ada rumahnya di
dalamnva.

Fengertian malam hari tersebut dalam pasal 98 KUHF
yang berbunyi : disebut malam vaitu waktu antara matahari
tenggelam dan matahari terbit.

Sedangkan yang dimaksud rumah menurut R. Soesilo

(1980 : 217) adalah :

Rumah (woning), tempat vang dipergunakan untuk
berdiam siang malam artinya untuk makan tidur dan
sebagainya. Sebuah gedung atau toke yang tidur
didiami siang malam tidak termasuk pengertian rumah,
sebaliknya gubuk, kereta, perahu dan sebagainva yang
siang wmalam dipergunakan sebagai kediaman masuk
sebuah rumah.
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S.R. Sianturi (1987 : &40) mengartikan pekarangan
tertutup sebagai suatu pekarangan tertutup yang diberi
batas Jelas seperti pagar besi, selokan, dan lain
sebagainya dan harus ada rumah dalam pekarangan itu.

d. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-
sama atau bersekutu.
Fengertian bersama-sama dapat dilihat pada rumusan
pasal S5 KUHF (Andi Hamzah, 19846 : 58 - 59) :
(1) dipidana sebagai pembuat :

1. Mereka vyvang melakukan, yang menyuruh melakukan,
dan turut serta melakukan perbuatan;

2. Mereka dengan memberi atau menjanjikan sesuatu
dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat,
dengan kekerasan ancaman, atau penyesatan, atau
dengan memberi kesempatan, sarana atau
keterangan, sengaja dengan menganjurkan orang

lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terdapat penganjur, hanya perbuatan sengaja
dianjurkan segala vyang diperhitungkan beserta
akibat-akibatnya. Rumusan pasal tersebut,

menegaskan bahwa pembuat dibagi atas :
a. Orang yang melakukan (Fleger) vaitu arang
sendirian mewujudkan segala anasir atau elemen

dari delik tersebut.
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b. Orang vang menyuruh lakukan (deoen plegen) dalam
hal 1ini harus lebih dari dua orang Yyang mana
ada orang yang menyuruh (doen plegen) dan ada
yang disuruh (plegen).

c. Orang yang dengan pemberian, salah memakai
kekuasaan memakal kekerasa dan sebagainya,
dengan dilakukan dengan jalan membongkar,
merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu.
Fengertian membongkar dan merusak pada dasarnya
sama namun yang membedakannya adalah kualitas
akibat perbuatan itu. Membongkar dapat
dikategorikan sebagai perbuatan yang ditujukan
kepada benda atau barang vyang lebih besar,
seperti  membuat lobang didinding, melepaskan
jendela atau pintu. Pengrusakan atau merusak
ditujukan kepada hal-hal vang kecil saja,
seperti memecahkan kaca jendela atau pintu dan
sebagainya.

Fengertian memanjat dapat dilihat pada pasal 99 KUHF

(Andi Hamzah, 1985 : 74).

Yang disebut memanjat termasuk juga melalui lobang
yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk
melalui lubang dibawah tanah yang dengan sengaja
digali, begitu juga menyebrangi selokan atau parit
digunakan sebagal penutup.

Lebih  lanjut H.H.K. Moch. Anwar (1986 -z 23)

menyatakan bahwa :
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Unsur memanjat terwujud dalam setiap perbuatan

menaiki sesuatu bahagian dari rumah, menaiki jendela

yang terbuka, menaiki genteng, naik diatas tembok
baik dengan tangga ataupun tanpa tangga., meloncat
keatas rumah.

Fengertian kunci palsu dirumuskan dalam pasal 100
KUHF (Andi Hamzah, 1986 : 74), vang disebut dengan anak
kunci palsu termasuk juga perkakas yang tidak termacsuk
untuk membuka kunci.

Ferintah palsu adalah suatu perintah palsua yang
kelihatannya dikeluarkan oleh wewenang, akan tetapi bukan
sebenarnya seperti  seseorang yvang mengaku petugas  FPLN
dengan membawa surat keterangan senlah-olah 1a
diperintahkan sesuatu dalam rumah dan sebagainya. Fakaian
jabatan palsu adalah pakaian vang dikenakan <eseorang
yang tidak berhak untuk memakainya dan tidak perlu
dikelurkan instansi atauw kantor yang berwenang untuk itu,
misalnya =seseorang yang memakal pakaian perusahaan air
minum datang ke rumah seseorang dengan  alasan  untuk
memperbaiki sesuwatu yang rusak, akan tetapi tuwivannya
hanya untuk mencuri.

(EJ-Pemcurian ringan

Fencurian ringan diatur dalam pasal 364 KUHF (Andi
Hamzah, 1980 : 172) vang berbunyi :

Ferbuatan yang diterangkan dalam pazal 264 dan pasal

I&ET butir 4, begitupun perbuatan yvang diterangkan

dalam pasal T4 butir S, apabila tidak dilakukan
dalam sebuah rumah atau pebkarangan tertutup yang ada
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rumahnya, Jika harga barang yang dicuri tidak lebih

dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam }arena

pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama
tiga bulan atau pidana denda sebanyak sembilan ratus
rupiah.

Rumusan pasal 464 KUHF tersebut diatas diperjelas
oleh R. Sugandhi (1980 : 381) :

1. Fencurian biasa (pasal 762) asal harga barang

tidak 1lebih dari dua ratus lima puluh rupiah ;

2. Pencurian vyang dilakukan cleh dua orang atau
lebih (pasal 363 (1) sub (4) asal harga barang
tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah;

. Pencurian vyang dilakukan dengan masuk Fketeapat
kejadian atau mengambil barang itu dengan Jalan
membongkar Fkejadian atau mengambil baran  itu
dengan Jalan membongkar merusak, memanjat atau
dengan jalan memakai anak kunci palsu, pakaian
palsu, pakaian palsu atau Jabatan palsu,
sebagaimana yang tercantum dalam pasal 343 (1)
sub 5 asalkan tidak lebih dari dua ratus lima
puluh rupiah harganya dan tidak dilakukan didalam
sebuah rumah atau pekarangan yvang tertutup . yang
ada rumah di dalamnya.

Dengan demikian, maka pencurian yang dilakukan,
walaupun harga barang tidak lebih dari dua ratus lima
puluh rupiah, namun perbuatan yang dilakukan itu termasuk
dalam kategori tersebut di bawah ini, maka perbuaan

tersebut termasuk pencurian :
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a. yang dicuri adalah ternak;

b. pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi
malapetaka atau keadaan darurat;

c. pada waktu mala, disebuah rumah atau pekarangan
tertutup yang rumahnya;

d. disertai dengan kekerasan (pasal 2485 KLUHF )
tidaklah dapat dikategorikan pencurian ringan.

(4) Fencurian dengan kekerasan
Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 248

KUHF (Andi Hamzah, 1986 : 173 - 174) :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama
sembilan tahun pencurian yang didahulua
disertai atau diikuti dengan Ekekerasan atau
ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud
untul mempersiapkan atau mempermudan  pencurian,
alau dalam hal tertangkap tangan untuk
memunglkinkan untul melaritan diri =sendiri atau
peserta  lainnya, alan uwunbtuk  tetap  wmengoas ai

barang yang dicuri.

(2) Diancain  dengan pidana penjdara paling lama dua

belas tahun :

1. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu dalam
sebuah  rumah atau pekarangan tertutup vang
ada rumahnya, di Jjalan umum, atau dalam
kereta api atau trem yang berjalan.

. Jika perbuatan dilakukan eoleh dua orang atau
lebih dengan bersekutu,

. Jika masuk ketempay melakukan kejahatan
dengan masuk atau memanjat atau dengan anak
kunci palsu  perintah palsu  atau pakaian
jabatan palsu.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat
dengan pidana penjara paling lama lima belas
tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati, atau penjara seumur
hidup atau selama jangka waktu tertentu paling

r
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lama dua puluh tahun, jika perbuatan
mengakibatkan luka berat atau kematian dan
dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu, disertai pula salah satu hal yang
diterangkan dalam nomor 1 dan 2.

Menyimak rumusan pasal tersebut diatas maka yang
termasul pencurian  kekerasan adalah pencurian vang
memenuhi unsur pasal 3I62Z EKUHF dan keadaan yang
memberathkan yang ditentukan dalam pasal Z465 KUHF. Keadaan
yang memberatkan itu adalah :

. dilakukan atau disertai dengan ancaman kekerasan;

2. dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau
pekarangan yang di rumahnya;

. dilaltukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutus;

4. memakal amak kunci, perintah atau pakairan jabatan

palsu atau dengan jalan membongkar, merusalk,

memanjat untuk masuk kedalam tempalt kejahatang

mengakibatkan luka-luka berat atau matinya

sesearang.

o

Kekerasan dapat dilihat pengertiannya pada paszal 89

KUHF (Andi Hamzah, 1986 : 71): membuat orang pingsan atau
tidak berdaya disamakan dengan menggunakan lkekerasan.
S.R. Sianturi (198T F: 610) mengartikan kekerasan atau
tindakan kekerasan yakni melakukan suatu tindakan
badaniah yang cukup kuat sehingga orang yang dikerasi itu
kesakitan, atau tidak berdaya.

Selain kata kekerasan dijumpai pula kata luka berat,

hal ini diartikan oleh pasal 90 KUHF :

- Jatuh sakit atau mendapat luka vang tidak memberi
harapan untuk sembuh sama sekali, atau menimbulkan
bahaya maut.



= Tidak mampu terus menerus untuk menialankan tugas

3

- K

abatan atau pekerjaan pencaharian;
ehilangan salah satu panca indraj

- Mendapat cacat berat ;

- Menderita sakit lumpuh 3

- Terganggu daya pikiran selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuang

(S) Pencurian dalam kalangan keluarga.

Fencurian dalam kalangan keluarga diatur dalam pasal

367 KUHFP yang berbunyi :

(1) Jika pembuat atau pembantu dari =salah s=satu
kejahatan dalam bab ini adalah suami (isteri)
dari orang yang terkena kejahatan dan tidak
terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta
kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu
pidana ini tidak mungkin diadakan penuntutan
pidana.

(2) Jika ada adalah suami (isteri) vyang terpisah
meja dan ranjang atau terpisabh harta kekavaan
atau wjika dia adalah keluarga <sedarah atau
semena baik dalam garus lurus maupun dalam garis
menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang
itu  hanya mungkin diadakan derajat kedua, maka
terhadap arang itu hanya mungkin diadakan
penuntutan Jjika ada pengaduan  yang terkena
kejahatan.

(3) Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak
oleh orang lain dari pada bapalk kandung
(sendiri) maka ketentuan ayat diatas berlaku
juga bagi orang lain.

Menyimak rumusan pasal T47 FUHF tersebut, terdapat

dua hal pokok

1. Bagi seorang suami (istri) yang tidak terpi=ah

meja atau ranjang telah melakukan atau membantu
melakukan pencurian terhadap isterinya (suaminya)

tidak dapat dituntut pidana.
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2. Bagi seorang suami (istri) yang tidak terpisah
meja dan ranjang, anggota keluarga dalam garis
lurus maupun garis samping derajat kedua, dapat
dilakukan penuntutan bila ada pengaduan.

Ketentuan yang tersebut pada bagian pertama, menutup
kemungkinan dilakukannya penututan. Hal ini karena
didasarkan pada status obyek pencurian yang mana termasuk
harta ber=zama, kecuali ada perjanjian antara suami istri

tersebut. Hemat penulis bahwa alasan tersebut logis sebab

sifatnya sangat mendasar, dan alasan kesus=ilaan.
Ketentuan Fkedua memungkinkan dilakukannya penuntutan
dengan syarat harus ada pengaduan dari orang v ang

dirugikan. Tanpa pengaduan maka tidalk dapat diadalkan

penuntutan, walaupun itu telah mencocobi rumusan delik.

2.3. Faktor Penyebab Orang Melakukan Pencurian

Fencurian yang diatur dalam Bab XXII Buku pasal 3T4&2
sampal dengan pasal 387 KUHF adalah salah satu  bentuk
dari kejahatan. Fejahatan merupakan persoalan v ang
dialami wmanusia dari waktu ke waktu, Frangk Tannembaum,
(199246 : 31) mengatakan bahwa kejahatan merupakan problema
manusia, oleh karena itu dimana ada manusia disana pasti
ada kejahatan. Dari segi kriminologi setiap tindakan atau
perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat

diartikan sebagai kejahatan. Jadi setiap perbuatan yang
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anti sceial, merugikan, serta men)engkeléan masyarakat
secara kriminologi dapat dikatakan sebagsi kejahatan.

Sebagaimana sudah diutarakan, Fkejahatan merupakan
problema bagi manusia karena meskipun telah diterapkan
sanksi vyang berat kejahatan itu selalu ada dalam
masyarakat manusia. Mengapa kejahatan masih saja terjadi?
Made Darm Weda, SH,MS, (19946 : 14) mengatakan cebelum
adanya mahzab-mahzab untuk menerangkan tentang kausa
kejahatan maka kejahatan sudah ada sejak abad ke-18,
pada waktu 1tu orang melakukan kejahatan dianggap sebagail
orang vang dirasuk setan, tanpa dirasuk setan kejahatan
tidak dapat dilakukan.

Fendapat tersebut kemudian ditinggalkan, kemudian
muncullah mahzab-mahzab yang menerangkan tentang Fkausa
kejahatan, antara lain :

1). Mahzab Klasik, mah:sab ini didasarkan atas
psikologi hedonistik yang muncul di Inggris pada
pertengahan abad ke-19 dan tersebar ke Eropa dan
Amerika. Menurut mahzab ini setiap orang
melakukan kejahatan didasari oleh pertimbangan
rasa senang dan tidak senang. Setiap manusia
berhak memilih mana yang burulk dan mana yang
baik , perbuatan mana v ang mendatanghkan

kesenangan dan manayang tidak, dengan demikian
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4).

kejahatan dalam melakukan pencurian didasari
oleh raza senangnya dalam menikmatinya.

Mahzab Kartographik, menurut mahzab ini yang
dipelopori oleh Quelet dan A.M. Guerry di
FPerancis, Inggris dan Jerman mengatakan bahwa
orang melakukan kejahatan berdasarkan wilayah
atauw geografis dan sosial. Menurut aliran ini
kejahatan merupakan perwujudan dari  bondisi
bondisi sosial yang ada dalam suatu wilayah
tertentu.

Mahzab Sosialis, mahzab ina 7ang bany al
diperngaruhi dengan tulisan Marx dan Angels
yang mulali  berkembang pada  tabun 1850 lebah
manekankan  pada determinasi el onomi, | eyahatan
murcul dan  Limbul dicebablan  oleh e anan
elonomi. Oleh karena itu untulk melaswan Feiahatan
harus meninglkathan ebonomi, dengan  lata  lamn
Femakmuran akan  mengurangi kejahatan.

Mahzab Tripologik, dalam mahzab ini ada tiga
aliran yang berkembang vaitu, Lomborso, mental

testers dan psychiatric. Dimana ketiga aliran

tersebut mempunyal  kesamaan pemikiran dan
methodologi, mereka  mempunyai asumsi Bahwa
terdapat perbedaan antara orang vyvang jahat



dengan orang yang tidak jahat, menurut aliran
lombroso kejahatan merupakan bakat manusia yang
dibawah sejak lahir. Ada beberapa proposisi yang
dikemukakan oleh Lombroso yaitu : a) penjahat
dilahirkan dan mempunyai tipe yang berbeda-beda
b) tipe ini bisa dikenal dari beberapa ciri
tertentu seperti tengkorak vang asimetrik o)
penganut aliran ini mengemukakan bahwa peniahat-
penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar
sey dapat dibedakan oleh tanda-tanda tersebut.
Dan menurut aliran Mental Testra mengatakan
bahwa orang vang melakukan kejahatan karena
mengalami Feeblemindedness atau orang vang
otaknya lemah, orang yang otaknya lemah tidak
dapat menilai apakah perbuatannya itu haik atau
Jahat. Serta menurut aliran Psikiatri mengatakan
bahwa orang melakukan kejahatan karena mengalami
gangguan emosional dalam interaksi sosial,
dengan tidak menutup kemungkinan dari teori ini
menekankan pada psikosis, epilepsi dan moral
insanity, tapi lebih menekankan pada gangguan

emosioanal.
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BAB 111

PEMBAHASAN HASIL FENELITIAN

3.1 Frekwensi Fencurian Kayu Cendana

Kayu cendana adalah aset daerah vang sangat potensial,
oleh karena itu upaya perlindungan dan pengawetan harus
dijaga agar terszistem secara rapi untuk menghindari ataw
punahnya kayu cendana di daerah Tk.1I1 Kupang Fropinsi Nusa
Tenggara Timur. Dan adapun frekwensi mengenal pencurian
kayu cendana di daerah Tk. 11 Kupang Fropinsi NiT dara
Tahun 1993 sampal dengan Tahun 1998 dapat terlihat pada
Tabel dibawah ini.

Tabel
Frekwensi Pencurian Kayu Cendana

di Daerah Tk. 11 Kupang Fropinsi Nus=a Tenggara Timur

No Tahun Jumlah

L 1993 23 4
2. 1994 S

3. 1995 &

4. 1996 &

5. 1997 1

6. 1998 =

Sumber Data : Folres Kupang-NTT.
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Dari Tabel satu (1) diatas dapat dilihat dalam
jangka waktu S (lima) tabhun pencurian kayu cendana yang
terdapat di daerah tersebut sebanyvak (37) kali., vaitu
dari tahun 1993 sebanyak 21 kali, tahun 1994 sebanyak 3
kali, tahun 1995 sebanyak & kali, tahun 1996 sebanyak 8
kali, tahun 1997 sebanyak 2 kali sedangkan tahun 1998
adalah mines (tidak ada).

Melihat data dari tabel tersebut di atas,
perkembangan dari pencurian kayu cendana menurun
frekuwensinya, akan tetapi hal tersebut belum tuntas
diberantas oleh aparat keamanan dalam hal ini Folisi yang
bertugas dalam bidang menjaga keamanan, ketertiban dan
Letentraman warga masyarakat. Hal itu  terunglbap  lewat
wawancara dengan Yunus Lulan (24) petani Kayu Cendana
vang tinggal di Kupang (Wawancara, 20 April 1999) sebagai
berikut:

Fencurian kayu cendana ini berlangsung sudah sejak
lama, bahkan hampir seumur dengan keberadaan kayu
cendana, akan tetapi hal 1tu sampai saat ini belum
diberantas secara tuntas, karena model pencurian
seperti 1ini sangat meresahkan warga petani kayu
cendana.

Fenjelasan tersebut di atas, menggambarkan bahwa
bentuk pencurian di daerah tersebut sampai sampali saat
ini belum diberantas secara tuntas, dan diakul bahwa
bentuk dari pencurian tersebut sangat meresahkan warga

masyarakat.



Masih berkaitan dengan hal tersebut, menurut
Frederic Kamol (30) petani kayu cendana yang ditinggal di
ODebufu (wawancara, 21 April 1999) menuturkan sebagai

berikut:

FPersoalan kayu cendana di daerah ini bukan hanya
dalam bentuk pencurian tapi vang terbanyak adalah
penggelapan dan kolusi yang dilakukan oleh para
pejabat daerah, dan pencurian rata-rata berskala
kecil tapi meresahkan warga masyarakat, lantas para
aparat keamananpun terkesan lamban dalam menangani,
apalagi harga kayu cendana saat sekarang semakin
melambung.

Fenjelasan tersebut mengungkapkan bahwa bukan hanya
pencurian, tapi yang terbanyak adalah penggelapan dan
kolusi, dan pencurian kayu cendana walaupun berskala
kecil tapi meresahkan warga masyarakat setempat, dan
terkesan aparat keamanan masih lamban dalam menangani
dalam hal menangkap serta mengusut tuntas para aktor yvang
dilakukan oleh para pencuri tersebut, apalagi zaat
sekarang harga kayu cendana semakin melambuna.

Masih berkaitan dengan pencurian kayu cendana, lain
halnya dengan penuturan Feliks Rafael, petani kayu
cendana yang tinggal di Oesapa kKupang (Wawancara, 23

April 1999) menuturkan sebagal berikut :

Mengenal pencurian kayu cendana, para pencuri  yang
diambil oleh aparat keamanan dalam hal 1ini polisi
adalah rata-rata pemilik atas kayu cendana, karena
yvang mereka ambil adalah kayu yang ditanmam dalam
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pekarangan rumah mereka, cuma karena hal 1tu diatur
oleh perda yang.sifatnya sangat monopoli, dimana
kayu cendana yang ditanam baik oleh perorangan atau
kelompok di dalam pekarangan kita sendiri i1tu adalah
milik pemda.

Fenjelasan tersebut, menjelaskan bahwa pencurian
kayu cendana yang ditangkap oleh para aparat keamanan
adalah rata-rata pemilik kayu cendana, karena kayu
cendana yang diambil oleh mereka adalah kayu cendana vang
ditanam dalam pekarangan rumah sendiri. ditekan bahwa
vang membuat mereka (petani kayu cendana) tertekan adalah
dalam pengaturan tata niaga kavu cendana, dimana perda
vang mengatur yaitu perda No.146/1986 kemudian diubah
dengan Ferda Na. 2/19%946, SK Gubernur No.8/199% tentang
tata usaha kavu Cendana, dianggap sangat monopoli karena
petani kayu cendana dianggap tidak mendapat apa-apa dari
hasil penebangan kayu cendana vang tumbuh dan besar dalam
labhan mereka sendiri., semuanya dilakukan oleh aparat
Femda NTT.

Adapun beberapa Jumlah pencurian kayu cendana vang
dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kupang dan FPengadilan
Negeri kKupang adalah dapat dilihat pada tabel berikut

dibawah ainai.



Tabel 2
Pencurian Kayu Cendana yang dilimpahkan ke

Kejaksaan Negeri Kupang dan Pengadilan Negeri Kupang

Juml ah
Mo. | Tabhun o
Keijsksaan Negeri Fengadilan Negeri

1. 199% = =

2. 1994 2 -

Hm 1948 1

4. 199 1 -

Su 1997 4:

&, 1998 4

S — e, S

Sumber DRata KejakaJ;;mHﬁqers dan Fengadilan Negeri Kupang

Tefae Perapbut  di atas mengoganbart an bahea del )
pancurian yang berhasiy] diseslesarban abtaa di lappabl) an e
Kejaksaan MNegeri Eupana dalam kuran waktu 5 tabun mulaad
dari tahun 179% ssmpai dengan tahun 1998 adalah hanya 7
buah hkasus, =sedangkan darl kejaksaan dilimpahkan ke
Fengadilan Megeri  FHupang adalah  tidak  ada. Dengan
demibian berartli  hanya 7 kasus  yang dilimpabban  oleh
Folres ke Kejaksaan Negeri Kupang,. jadi masih tersgiza 70
hasus.

Fazsus pencurian yang tidak terselesaikan oleh
£

Fepolisian Resort Kupang dalam kBurun waktu 19975 sampal
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dengan 1998 dijelaskan oleh Lettu Fol. Suggeng H. (¥Fasat
Serse Folres Kupang) dalam wawancaranya, 16 April 1999
mengatakan bahwa :

Fanyak pelaku pencurian yang dilaporkan cleh  waraa

masyarakat, setelah diadakan penyelidikan Eidalk
terdapat barang bukti yvang kuat dan cubkup, dan  Jjuga
teriambatnya korban melapor sehingga sulit  unbuk
disdakan penyelidikan, dijelaskan pula babwa pada
tahum 1992 sebagaimana yang terlihat dalam tabel
terdapat peninagkatan dalam pencurian karena pada
[SREY TR tersebut terjadl muzim kemaraa  yang panyang

dalam melanda daerah Nusa Tenggara Timur .

Sementara  kasus pencuwrian yang  telaho dilimpahkan
oleh pihav Kepclisian resort KEupang ke Kejakzzaan #legeri
Kupang dari 7 kasus tarsebut daril Kejaksaan tidal satupun
dilimpahlkan ke Fengadilan Negery Fupanag, hal sno menorot
Yos Syuwkur Gande, SH (Kepala Kejaksaan Negeri  Kupang)
yang berhasil diwawancarai pads tangoal 265 fApril 1999

mengatalkan bahva s

Fara pelaku pencurian yang darduaa ma ] akuk an
pencurian yang dilimpahkan dari Polres Kupang ke
Kejaksaan adalah tidak cukup - bukti dan tidak

memanuhl unsur-unswr pilidana sebagaimana yang diatur
dalam pasal 562 sampai dengan pasal 367 KUHFPidana,
maka  pihak  kejaksaan melimpankan  kembali  kepihak
Folres Kupang untuk melakukan penyelidikan kembali,

2.2 Faktor Penyebab Delik Pencurian Kayu Cendana

Sebelum penulis mengemukakan  faktor—-faktor B0
melatarbelakanga delik pencurian kayvu cendana dodi daerah
Te.I Nusa Tenggara Timur, hemat penulis perlu dibtesukakan

beberapa pandangan tentang kejahatan.
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Kejahatan menurut Bonger (Hari Soheradji, 1980: 11)
adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh
tantangan dengan sadar dari negara berupa pamberian
penderitaan (hukuman atauw tindakan).

Menurut A.5. Alam (1985 : 2) ada 7 unsur yang harus
dipenuhi untuk menyatakan suatu perbuatan sebanai

kejahatan :

1. Ada perbuatan yvang menaimbulkan kerugian (Harm),

2. Kerugian yang ada tersebut diatur dalam kitab
Undang—-Undang Hukum Fidana,

2. Harus ada perbuatan (Criminal act)

4. Harus ada maksud jahat (Criminal intent :

mensrea) .,

9. Harus ada peleburan antara maksud jahat dengan
perbuatan jahat,

&. Harus ada pembauran antara kerugian yang telah
diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Fidana
dengan perbuatan,

7+ Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan
tersebut.

Sejalan dengan pandangan tersebut di  atas  Sudiono
(1977 : 20) menyatakan bahwa kejahatan harus ditinJau

dari beberapa segi :

Dari segi yuridis yaitu perbuatan yang dilarang oleh
undang-undang dan pelanggarannya diancam dengan
sanksi, dari segi kriminologi, yvaitu perbuatan
melanggar norma—-norma yang berlaku dalam masyarabkat,
dari seqi psikologi, yaitu perbuatan manusia vang
abrnormal yvang bersifat melangagar norma hulbum yang
disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari =1
pelaku perbuatan tersebut.
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Berdasarkan pada pendapat tersebut., maka pencurian
sebagali salah satu bentuk kejahatan, menimbulkan dampak
langsung vyakni timbulnya kerugian bagi pihak Fkorban.
Pencurian pun menganduhg dua segi, segi yuridis karena
perbuatan tersebut dilaran oleh undang—-undang dan dari
segl kriminologir perbuatan tersebut melanggar norma-norma
vang berlaku dalam masyarakat dan mendapat reak=1i negatif
dari ma=varakat tersebut.

Menurut Hari Soeadja (1980 : 35), secara umum
penyebab timbulnya kejahatan dapatlah disebutkan bahwa
faktor—-faktor yvang menimbulkan kejlahatan dibagir atas 2
bagian yakni faktor intern dan faktor ekstern.

Faktor intern dalam hal ini adalah faktor vang
terdapat pada 1individu atau pelaku, sedangkan faktor
ekstern yaitu faktor yang terdapat diluar individu atau
pelaku. Z. Bahar (panjimas : No. 207, tahun 1997, halaman
15) menyatakan:

Faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan adalah

karena adanya niat dan kesempatan. Niat datanya dari

penjahat atau pelaku sendiri, sedangkan Fkesempatan
dari situasi vyang diciptakan, kalau keduanya
memungkinkan maka dapat terjadi kejahatan.

FProf.Dr.Mr.Zainal Abidin Farid (catatan kuliah 199&)
menambahkan bahwa walaupun keduanya telah terwuwjud, akan

tetapi vang paling menentukan adalah adanya kemampuan

pelaku. Dengan demikian delik pencurian kayu cendana
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adalah salah satu bentuk kejahatan maka Taktor—-faktor
yang wmendorong adanya pencurian  kayu cendana adalah
sebagal berikut:

a. Faktor Ekonomi

Falktor yang turut menentukan seseorang melakukan
kejahatan pencurian adalah faktor ekonomi. Seseorang
secara alamiah akan memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan
primer maupun  kebutuhan sekunder. Dalam pemenchan
kebutuhan tersebut terkadang banyak jalan yang ditempuh
apakah halal atau tidak halal yvang bertentangan dengan
norma-norma hukum.

Menuwrut Ruddi Setiawan (Letda Fol. Fada Faurbinops
Serse Foalres EKupang) wawancara tanggal 192 April 1999,

mengatakan bahwa:s

Fara pelaku pencurian kayu cendana sewak tu
penvyelidikan, pada unumnya beralasan bahwa mereka
melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya sehari-hari.

b. Faktor Fendidikan

Seseorang yang tingkat pendidikannva formalnya
rendah sulit tertanam rasa disaplin dalam dirinya.
Kondisi seperi ini dapat mendorong mereka untuk berbuat
atau melakukan tindakan yvang sifatnya melangaar aturan
hukum yang berlaku, maupun norma-norma yang berlaku dalam

masyarakat, hal tersebut itu Jjuga terungkap oleh FRuddi
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Setiawan (letda Fol. pada Kaurbinops Serse Folres Kupang)
wawancara tanggal 19 April 1999 mengatakan bahwas

Tingkat pendidikan mereka rata-rata rendah, bahkan
banyak diantara mereka yang tidak pernah bersekolah.

c. Faktor kKesadaran Hukum

Faktor yvanag turut menentukan seseorang melakukan
kejahatan adalah faktor kesadaran hukum. Seseorang vang
tingkat kesadaran hukumnya rendah dapat mendorong mereka
berbuat atau melakukan tindakan yang sifatnya melanggar
hukum atau norma-noarma yang berlaku dalam masyarakat. Hal
itu  terungkap oleh Fieter den Santa., SH (anggota LEBEH
Universitas Nusa Cendana Kupang), wawancara 27 dpril 1999
di  Kampus UNDANA Kupang, mengatakan bahwa =

Maraknya pencurian belakangan 1ini, pada uwnumnya
adalah disebabkan masih Jjauhnya kesadaran hulbum pada
masyarakat, sehingga maknas darr hak dan kewajiban
vang diberikan oleh hukum belum dipahami secara
menyeluruh dari warga masyarakat, sehingga
penvuluhan untuk sadar hukum harus terus
ditingkatkan, apalagil seiring dengan perkembangan
zaman yang kian mengglobal.

. Faktor Religius

Faktor reliqius dapat pula dijadikan dasar sehinqgga
terjadi  pencurian. FPencurian merupakan tindakan yang
berbahaya, dan dapat merusak ketentraman umum serta
menghancurkan masa depan para pelakunya. Kurangnya dasar
agama dalam diri seseorang terkadang melakukan perbuatan

melanggar hukum. Untuk pendidikan ageama sangat perlu
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ditanamkan pada seseorang agar dapat mencegah wmereks
dalam melakukan perbuatan melawan hukum, dan hal  itu
diakui ocleh Fieter dan Santa, SH (anggota LBH Universitss
Nusa Cendana Kupang), wawancara tanqggal, 27 April 1999,

mengatakan bahwa 5

Faktor religaus ataw faktor agama adalah sSangat
menentukan seseorang wntuak melakukan  hal-hal v ang
baik dan tidak baik. Un tui lebih menlelaskan
pendapat dari responden yang diwawancarasi, perlu
dibandingkan dengan pendapat dar: S0 responden  yang
dibagikan angket, sebagaimana dapat terlihat pada
tabel dibawah ana :

Tabel =
Pandangan Responden Terhadap Delik Fencurian kFayu Cendana
Di Daeraih Tk. 1I kupang Fropinsi: Nus=a Tengoara Taimur
Fertanyaan :
Faktor apakah yang menyebabkan orang melakukan pencurian

terhadap Fayu cendana 7

N = 50
No. Jawaban F %
i; Faktor Ekonomi f 20 40
25 Faktor Fendidikan 0 10
Ba Faktaor Kesadaran 1'% 20
Huk wm
4. Faktor Religius 10 20
Jumlah S0 100

Sumber Data: Angket Tahkun 1999
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Fandangan responden diatas saling berbeda, yvakni 21
responden (40%) mengatakan faktor ekonomi, S responden
(10%4) mengatakan faktor pendidikan, 15 responden (Z0%)
mengatakan faktor kesadaran hukum, dan 10 responden (20%)
mengatakan faktor religius. Dari tabel tersebut diatas
pandangan responden yang paling banyak adalah faktor
ekonomi sedangkan vang paling sedikit adalah faktor

rendahnya pendidikan.

3.3 Cara Menanggulangi Delik Pencurian Kayu Cendana

3.3.1 Cara Freventif

Salah =satu penyebab orang melakukan pencurian adalah
dimana ada kesempatan dan kesempatan 1itu diciptakan
sendiri oleh masyarakat, seperti adanya lahan atau kebun
kayu cendana yang luas tapyr tidak ada vyang men)aganya,
hal 1ini membuat para peniahat wuntuk melaluban aksa
pencuriannya terhadap barang yang telah diancarkan
terlebih dahulu. Hal 1tu seperti yang diungkapkan oleh
Lettu PFol. Suggeng H. (Kasat Serse Folres Kupang),

wawancara tanggal, 15 April 1999, mengatakan bahwaz:

Kebiasaan dari para penjahat sebslum melakukan
aksinya sepertil hendak melakukan pencurian adalah
terlebih dabhulu mereka melakukan pengenalan terhadap
daerah dan obyek yang akan dijadikan sebagair sacsaran

pencurian, maka yang terpenting bagi War(a
masyarakat melakukan pengendalian dan menghindarkan
diri dari lingkungan sosial vang mamungkinkan

datangnya para penjahat dalam hal ini adalah para
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U

pencuri, dan selanjutnya masih menurut Fasalsers
Folres Kupang bahwa, upaya mencegah para pencurl
agar tidak secara leluasa bergerak adalah dengan
Jjalan menggelar patroli secara terarah dan teratur.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemakakan
oleh, Scerjono Soekanto, dkk (1987 ¢ 26) @

Usaha menanggulangl kriminalitas melalul  preventif
polri dan aparat penegak hukum lainnya sarta
dukungan swakarsa masyarakat, mengusahakan
memperkecil ruang gerak serta penjagaan, perondaan,

pengawalan dan pengembangan sistem pengindraan dan
peringatan secara lebih dini (Early detection and
2arly warning).

Fatroli rutin, akan mengurangil bobot para pelaku
kejahatan dalam hal ini pencurian. Feningkatan patrala
polisi dalam rangka penanggulangan pencurian Layu
cendana di daerah Tingkat I Fropinsi MNusa Tenggara Timur,
menurut  Ruddi Setiawan (Letda Feol FKaurbinoos Folres
Kupang). mengatakan bahwa :

Upaya patrali untuk menceqgah terjadinya pencurian

kayu cendana telah diadakan penjagaan di perbatasan-

perbatasan yang dianggap rawan pencurian.

Z2.7.2 Cara Represip

a. Futusan Hakim

Keputusan Fengadilan sangat ditentukan oleh mutu
para hakim, dengan demikian hakim dituntut memiliki
pengetahuan  bukum dan 1lmu-1lmu sosial yang lain. 0Oleh
karena itu putusan hakim dapat dijadikan alat urn tuk

menanggulangl kejahatan vang ada, maupun bagi calon-calon

penjahat yang lain.
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Futusan hakim vang setimpal dengan apa yang telah
diperbuat oleh pelaku kejahatan akan menciptakan rasa
keadilan dalam masyarakat dan diharapkan para pelaku
kejahatan akan menyadari perbuatannya. Begitu juga bagi
para pencuri akan merasa hati-hati bahkan ragu di dalam
melakukan aksi pencuriannya, bila putusan yang diputuskan
oleh hakim di Fengadilan betul-betul sesuail dengan apa
yang 1ia pérbuatkan. Hal itu diakui oleh Albert Tebing, SH
(Ketua Fengadilan Negeri Kupang), wawancara tanggal, 18

April 1999, di Kupang mengatakan bahwa :

Futusan Hakim adalah sangat menentubkan pilihan bagi
para pelaku kejahatan atau terhadap orang yang
melakukan kejahatan pencurian, dengan demikian dalam
menentukan  suwatuw  putusan mentalitas hakaim  adalah
sangat dominan, karena hidup dan matinyva searang

penjahat, nasibnya sangat ditentukan oleh hakim.

Sesuwai  dengan penjelasan  tersebut  maka, putusan
hakim dalam suatu perkara sangat berpengaruh  terhadap
Jjiwa para pelaku kejahatan, hal ini sangat tergantung
dari mentalitas hakim yang menangani perkara sampai
Jatuhnya suatu putusan yang setimpal sesuai dengan
perbuatan yang ia lakukan.

b. Fembinaan Mental Masyarakat

Fembinaan mental masyarakat dapat dilihat dari dua
seqgl  vairtu pembinaan mental bagl para pelaku  bejahaton

dan wembinaan mental ada masvarakat secara LIMLL .
P P Y
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Masyarakat harus menyadari bahwa para narapidana dan
mantan narapidana adalah manusia ciptaan Tuhan Yang Maha
Esa. Femikiran seperti ini adalah untuk menyadarkan para
narapidana atau mantan narapidana agar tidak mengulangi
perbuatan jahat tersebut.

Froses penyadaran seperti itu secara kontinyu terus
dilakukan oleh aparat kepolisian Resort Kupang. seperti
yang diungkapkan oleh Letkol Fol.Agus Kusnadi (Kapolres
Kupang), wawancara tanggal, 1&6 April 1999, menagatakan

bahwa g

Aparat kepolisian resort Kupang secara kontinyu
mengadakan pendekatan pada masyarakat dan para
pelaku  pencurian dalam ranaka untuk menanggulanga
kejahatan, khususnya pencurian melaluil pembinaan
terhadap para tahanan melalui ceramah, dan kunjungan
ke rumah—rumah serta pelatihan—pelatihan ketrampilan
bagi para pelaku kejahatan tersebut.

3.4 Dampak Fencurian Kayu Cendana terhadap Roda

Ferekonomian Daerah

Fenanltapan stabilaitas dibidanag ok onomy di Do b TR
I Nusa Tenggara Timuwr terus daupayakan. Sebagar  daerahb
yang tingkat perekonomiannya tergolong tidak semaju

seperti dasrah atau propinsi lain yang sudah maju tingkat
perekonomiannya, pemerintah daerah terus menggali potensi
daerah dari seluruh sektor untuk pembangunan daerah

dengan tetap berpedoman pada aturan perundang-undangan
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baik dari tingkat pusat maupun peraturan dasrah yang
dihasiilan.

Fenciptaan lapangan kerja bagl angkatan keria vyang
Jumlahnya semakin besar merupakan tanmtangan utama dalam
pembangunan di daerah ini. Oleh karena upava peninglatan
dan pemantapan langka-langka pembangunan terus digalabban
secara gradual dan berkesinambungan.

Kayu cendana di daesrah Tk. II Kupang Nusa Tenggara
Timur, a&adalah aset daerah yang sangat potensial, oleh
karena itu upaya mengawasi dan membina para petani kayu
cendana untuk terus membudidayskan sekaligus melestarikan
kayu cendana terus ditingkathkan dan dipertahankan. Karena
pendapatan kayu cendana adalah sangat dominan dalam
pendapatan daerah. Hal 1tu seperti aps vang diungkapkan
eleh : Dr=. R.Y. Apul (Kepala Biro Fcuangan Dispenda T,
I NTT), wawancara tangqgals 259 Apral 1999  dy  bupang
mengataban bahwa :

Angka-—-angka pendapatan dari bayua cepndana ke las

-

daerah adalah hampir diatas rata-rats 2Z0%, hampir

mengungguell dari sebtor—sektor yang lain yang masuk

dalam kas daerah.

Apa  yang diungkapkan diatas menggambarkan bahwa,
penghasilan kayu cendana yang masuk ke dalam kas daerah

vang dimanza bampir diatas rata-rata ZOX mengunggulil dari

sektor vang lain.



Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel
berikut dibawah ini :
Tabel 4.

Hasil Penerimaan Penjualan Kayu Cendana

No. T ahun Hasil Fenjualan
3 199671996 F.781.338.000,00
2. 1996/1997 3.682.472.000,00
5 1997/1998 3.4678.578.000,00
4 . 1998/ 1999 Fou Tk e 2T 5000520

Sumber Data : Dispenda Tk. 1 Propinsi NITT.

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa pendapatan
kayuw cendana dari tahun ketahun mengalami peningkatan,
yang paling tinggli pendapatan dari penjualan kayu cendana
adalah pada tahun 1995/19%46, sedangkan yang paling rendah
adalah pada tahun 1998/1999, yang lebih rincinya adalah
sebagai berikut, tahun 19953/1996 hasil penjualan
sebesar Rp. 3I.781.33B.006,00 tahun 19946/1997 sebesar
Rp. 3.682.472.000, tahun NP7 /1995 sehesar
Rp. 2.4578.5870.000,00 dan tahun 1998/199% sehesar
Rp. 2.314.239.000,00.

Dengan demikian apabila dalam perkembangan tiap
tahun kalau terjadi pencurian kayu cendana dan tidak
diberantas maka akan mempengaruhi angka pendapatan asli

daerah (FPAD), dan hal itu dapat terlihat pada tabel
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berikut di bawah ini yang menggambarkan tentang angka
rata-rata asli daerah per—-tahun anggaran, sehagal
beribut:

Tabel 5

Fendapatan Asli Daerah Per—Tahun Anggaran

No. Tahun Anggaran Fendapatan Asli Daerah
i 1995/19%6 Rp. 10.672,587.675,00
2. 199671997 Rp. 11.782.467.728,00
Fo 1997/1998 Rpanlln$63.578.187 , 00
i . 1998/1999 Rp../12.268.585.274 ,00
| - N
Sumber Data : Dispenda Tk, I Fropinsi NTT.
Dari Tabel tersebut, menggambarkan bahwa anghka

tertinggil untuk pendapatan asli daerah adalah dalam tahun
angoaran 1998/1999. dan vang terendah adalah dalam tahun
1995/19946. 0Oleh karena apabila frekwensli pencurian kayu
cendana itu meningkat sangat mempengaruhi angka
pendapatan asli daerah dan sangat dirasakan. Sebagaimana
seperti apa yang dikatakan oleh Drs. R.Y. Apul (kKepala
Biro Kewangan Dispenda Tk. I NTT), wawancara tanaggal. 29

April 1799, mengatakan bahwa :

Bukan hanya dampak dari bentuk pencurian akan tetapa
yvang paling banyak adalah bentuk penggelapan, kolusi

vang sangat mempengaruhi angka dari pendapatan
daesrah kita, kalau daerah ini <=sudah bebas dari
kejahatan pencurian, penggelapan, dan kolusi serta

lain-lain saya vakin bahwa angka pendapatan asli
daerah akan mampu menyaningl daerah—-daerah lain.
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LCengan demikian jelaslah bahwa dampak dari bentuk
pencurian sangat mempengaruhi angka FAD dengan kejahatan
lain vang ada. Bukan hanya pencurian tapi kejahatan
terhadap kayu cendana yang lain seperti penggelapan,
kolusi dan lain—-lain adalah sangat mempengaruhi angka
dari pendapatan asli daerah. Dengan demikian apabila
daerah tersebut sudah bebas daril kejahatan dan lain—-lain
angka pendapatan daerah akan mampu menyaingi dasrah-

daerah yang lain.
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BARB IV

PENUTUFP

4.1 Kesimpulan

=

Ferkembangan delik pencurian kayu cendana di
daerah Tk. II Kupang Fropinsi NTT dalam kurun
waktut lima tahun dari tahun 1993 sampail dengan
tahun 1998 adalah sebanvak 37 kali.

Faktor penyebab orang melakukan pencurian adalah
faktor ekaonomi , faltor pendidikan, fak tor
besadaran hukum dan faktor religuus=.

Cara untuk menanggulangs delik pencurian yang ada
i dasrah Tk. Il Kupang Fropinsi RNusa Tenggara
Ti&ur adalah dengan cara preventif dan represif.
Dampak dari pencurian kayu cendana di Daerah Tk,
il FKupang Propinsi Nusa Tenggara Timur terhadap
roda perekonamian daerah adalah sangat mem-

pengaruhi angka dari pendapatan asli daerah.

4.2 Saran
a. Untuk mencegah terjadinya delik pencurian bkayu
cendana  di Daerah TE. 11 Kupang, maka aparat
polisi  untuk lebih  meningkatkan penjagaan  dan
memberikan tindakan lkeras pada setiap pelaku

pencurian.
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b

Fihak aparat penegak hukun dalam hal ini Folisi
ljaksa dan hakim agar perlu ditingkatkan profe-
s1onalisme serta mentalitas sebagail aparat penegak
hukum, agar hukum jangan diartikan bisa dibeli
dengan uang,

Kepada pihak Femda dalam hal tata niaga kayu
cendana agar jangan bertindalk sebaqai "pedagana'.
tapi harus tampil sebagail pembina dan menyerahban
mekanisme tata niaga kayu cendana kepada pasar.,
Kepada warga masyarakat kKhususnya petan:  bayu
cendana agar selalu waspadai dan hindarkan keadaan
sosial yang dapat mendatangkan para pelaku pencur-—

ian, dan kejahatan-kejahatan yang lain.
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